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 Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki peran penting dalam 
pembangunan hukum nasional karena nilai-nilainya menjadi landasan filosofis, 
moral, dan normatif dalam pembentukan serta penegakan hukum di Indonesia. 
Perkembangan globalisasi dan transformasi digital menghadirkan tantangan baru 
yang menuntut sistem hukum nasional bersifat adaptif tanpa kehilangan identitas 
dan karakter bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila 
sebagai paradigma pembangunan hukum nasional, mengkaji internalisasi nilai 
Pancasila dalam praktik hukum, serta mengidentifikasi reaktualisasi nilai Pancasila 
dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi. Penelitian menggunakan 
metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, 
dan filosofis melalui studi dokumen, analisis regulasi, serta kajian literatur yang 
dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-
nilai Pancasila telah terintegrasi dalam berbagai regulasi nasional sebagai fondasi 
filosofis hukum, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, 
administratif, dan kultural sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keadilan 
substantif. Penelitian ini juga menemukan bahwa internalisasi nilai Pancasila 
berperan penting dalam memperkuat legitimasi hukum dan meningkatkan 
penerimaan sosial terhadap sistem hukum nasional. Selain itu, reaktualisasi nilai 
Pancasila di era digital menjadi strategi penting untuk menjaga relevansi hukum 
nasional terhadap perkembangan teknologi dan arus global tanpa menghilangkan 
orientasi moral bangsa. Penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya 
berfungsi sebagai dasar normatif negara, tetapi juga sebagai paradigma hukum 
yang dinamis, adaptif, dan berkelanjutan dalam merespons transformasi global dan 
digital. 
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INTRODUCTION 

Pembangunan hukum nasional merupakan salah satu instrumen strategis dalam menjaga 
stabilitas negara, menjamin keadilan sosial, serta mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara 
sesuai dengan tujuan konstitusional Indonesia. Dalam konteks negara hukum, keberadaan sistem 
hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketertiban sosial. Perkembangan globalisasi, 
transformasi digital, serta perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat telah menghadirkan 
tantangan baru bagi pembangunan hukum di Indonesia. Dinamika tersebut menuntut sistem hukum 
yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga mampu mempertahankan 
identitas nasional dan nilai moral bangsa. Dalam kondisi demikian, Pancasila memiliki posisi penting 
sebagai dasar filosofis dan ideologis yang menjadi pedoman dalam pembentukan, penafsiran, dan 
pelaksanaan hukum nasional (Gulyanto et al., 2025; Setiawan et al., 2025; Setyawan, 2023; Soraya & 
Muslim, 2025). Nilai-nilai Pancasila dipandang mampu menjadi penyeimbang antara tuntutan 
modernisasi hukum dengan kebutuhan menjaga karakter bangsa di tengah arus globalisasi yang 
semakin kompleks (Anwar & Tobroni, 2023; Hasan et al., 2025; Madrohim et al., 2021; Mukaromah 
et al., 2022; Pratama et al., 2023). Oleh karena itu, pembangunan hukum berbasis Pancasila menjadi 
isu yang semakin relevan untuk dikaji dalam konteks perubahan global dan digital saat ini. 
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Dalam praktiknya, pembangunan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan 
yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas penegakan 
hukum di lapangan. Secara konseptual, hukum nasional diharapkan mampu mewujudkan keadilan, 
kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. 
Namun, berbagai fenomena empiris menunjukkan bahwa implementasi hukum masih menghadapi 
hambatan struktural, administratif, dan kultural yang kompleks. Ketimpangan akses terhadap 
keadilan, lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi regulasi, serta rendahnya kepercayaan 
masyarakat terhadap institusi hukum menjadi indikator bahwa sistem hukum nasional belum 
sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan substantif (Donoghue, 2017; Versteeg & Ginsburg, 2017; 
Winczorek & Muszyński, 2022). Kondisi tersebut semakin diperumit oleh perkembangan teknologi 
digital yang melahirkan berbagai bentuk persoalan hukum baru, seperti kejahatan siber, pelanggaran 
privasi digital, dan konflik regulasi berbasis teknologi informasi (Atrey, 2023; Giannakoula et al., 2020; 

Shalaginov et al., 2020). Dalam situasi ini, hukum nasional dituntut untuk mampu beradaptasi tanpa 
kehilangan orientasi moral dan ideologisnya. Dengan demikian, Pancasila menjadi penting untuk 
ditempatkan sebagai paradigma pembangunan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi 
juga operasional dalam menjawab tantangan hukum kontemporer. 

Urgensi pembangunan hukum berbasis Pancasila semakin terlihat ketika globalisasi 
membawa masuk berbagai nilai, ideologi, dan paradigma hukum yang tidak selalu sejalan dengan 
karakter sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Arus integrasi global telah memengaruhi sistem 
hukum nasional melalui harmonisasi regulasi internasional, perkembangan ekonomi digital, dan 
perubahan pola interaksi sosial masyarakat. Di satu sisi, proses tersebut membuka peluang bagi 
modernisasi hukum nasional, tetapi di sisi lain juga berpotensi menggeser nilai-nilai lokal yang 
menjadi identitas bangsa. Oleh karena itu, hukum nasional memerlukan suatu paradigma yang 
mampu berfungsi sebagai filter terhadap pengaruh eksternal tanpa menghambat proses 
perkembangan hukum itu sendiri (Sander, 2019; von Bogdandy et al., 2017; Walter, 2024). Dalam 
konteks ini, Pancasila dipandang memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara 
kebutuhan adaptasi global dengan perlindungan terhadap nilai moral nasional. Nilai kemanusiaan, 
keadilan sosial, musyawarah, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila memberikan dasar 
etik bagi pembangunan hukum yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan (Ramadhan et al., 2025; 
Retnoningsih & Jamin, 2024; Yunendar, 2025). Dengan demikian, reaktualisasi Pancasila dalam 
pembangunan hukum menjadi semakin mendesak untuk memastikan bahwa transformasi hukum 
tetap berpijak pada karakter bangsa Indonesia. 

Selain itu, pembangunan hukum yang berbasis Pancasila juga berkaitan erat dengan upaya 
memperkuat legitimasi hukum di tengah masyarakat. Hukum tidak hanya membutuhkan legitimasi 
formal melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga legitimasi sosial yang lahir dari 
kesesuaian antara substansi hukum dengan nilai yang hidup di masyarakat. Internalisasi nilai 
Pancasila dalam pembentukan dan penegakan hukum diyakini mampu meningkatkan penerimaan 
publik terhadap sistem hukum nasional. Regulasi yang mencerminkan prinsip keadilan sosial, 
kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat cenderung memperoleh legitimasi yang lebih kuat 
karena dianggap selaras dengan aspirasi sosial masyarakat Indonesia (Dimyati et al., 2021; Habib & 
Gilalo, 2025; Mastur et al., 2026). Dalam konteks daerah, implementasi nilai Pancasila dalam 
pembentukan peraturan lokal juga berperan dalam menciptakan hukum yang lebih partisipatif dan 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Dimyati et al., 2021; Kadir et al., 2024; Kardiman et al., 
2025). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila dalam 
praktik hukum masih cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya terimplementasi secara 
substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan paradigma hukum berbasis Pancasila masih 
menjadi kebutuhan strategis dalam reformasi hukum nasional. 

Kajian mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum sebenarnya telah 
banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa 
Pancasila merupakan fondasi filosofis yang harus menjadi pedoman utama dalam pembangunan 
hukum nasional (Emilia et al., 2022; Harianja & Sinaga, 2025; Naibaho et al., 2022; Rifai et al., 2020; 
Thontowi et al., 2024). Penelitian lainnya menyoroti peran Pancasila sebagai instrumen reformasi 
hukum modern yang mampu menyeimbangkan tuntutan hukum formalistik dengan keadilan 
substantif (Anshori & Rahmawati, 2025; Burhanuddin & Yandy, 2026; Sutarjo & Pudjiastuti, 2026; 
Wijaya et al., 2026). Sementara itu, Aulia & Gustiana (2025),  Damayanti et al. (2025), dan Fadhillah 
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(2026) menekankan pentingnya reaktualisasi nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan 
globalisasi dan modernisasi hukum. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa internalisasi nilai 
Pancasila dalam pembentukan peraturan daerah dapat memperkuat legitimasi hukum dan 
menciptakan pembangunan hukum yang berkelanjutan (Doing et al., 2024; Wiryani & Senastri, 
2022). Selain itu, beberapa studi menyoroti relevansi nilai Pancasila dalam konteks hukum digital 
dan reformasi hukum siber di Indonesia (Isfihani et al., 2024; Kurniawan, 2025; Pande et al., 2025). 
Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa Pancasila tetap memiliki relevansi yang kuat dalam 
pembangunan hukum nasional di tengah perubahan sosial dan teknologi yang semakin kompleks. 

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih cenderung membahas 
Pancasila secara parsial, baik sebagai dasar normatif hukum, instrumen legitimasi sosial, maupun 
pendekatan etis dalam reformasi hukum modern. Penelitian sebelumnya umumnya belum 
mengintegrasikan secara komprehensif hubungan antara paradigma hukum Pancasila, internalisasi 
nilai dalam praktik hukum, serta reaktualisasi Pancasila dalam menghadapi globalisasi dan 
digitalisasi secara simultan. Di samping itu, kajian terdahulu masih dominan menempatkan Pancasila 
sebagai konsep ideologis formal, sehingga belum banyak membahas bagaimana nilai-nilai tersebut 
dapat dioperasionalkan sebagai paradigma hukum yang dinamis dan adaptif terhadap 
perkembangan teknologi dan perubahan sosial kontemporer (Bourchier, 2019; Kim, 2024; 
Rahawarin, 2021). Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya research gap terkait perlunya kajian 
yang tidak hanya memandang Pancasila sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai paradigma 
pembangunan hukum yang mampu menjawab tantangan global dan digital secara lebih substantif. 
Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengintegrasikan dimensi filosofis, normatif, 
dan praktis Pancasila dalam konteks pembangunan hukum nasional modern. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila 
sebagai paradigma pembangunan hukum nasional, mengkaji internalisasi nilai Pancasila sebagai 
dasar legitimasi hukum, serta mengidentifikasi reaktualisasi nilai Pancasila dalam menghadapi era 
globalisasi dan digitalisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam 
pengembangan kajian hukum berbasis nilai ideologis bangsa, khususnya terkait konsep Pancasila 
sebagai paradigma hukum yang adaptif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan 
kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memperkuat integrasi 
nilai Pancasila dalam reformasi hukum nasional. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan hukum 
di Indonesia diharapkan tidak hanya mampu merespons perkembangan global dan teknologi digital, 
tetapi juga tetap mempertahankan identitas moral, sosial, dan budaya bangsa. Penelitian ini juga 
menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan hukum nasional sangat bergantung pada 
kemampuan sistem hukum dalam mengintegrasikan nilai Pancasila secara substantif dalam regulasi 
maupun praktik penegakan hukum. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya diposisikan sebagai 
dasar negara, tetapi juga sebagai paradigma hukum yang dinamis dalam menghadapi transformasi 
global dan digital. 

METHOD 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yuridis normatif 
untuk menganalisis Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum di Indonesia dalam 
menghadapi era globalisasi dan digitalisasi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada 
kajian norma hukum, konsep filosofis, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum 
nasional. Penelitian memadukan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 
konseptual (conceptual approach), dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Pendekatan 
perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi nasional dan daerah yang 
berkaitan dengan pembangunan hukum dan reformasi hukum nasional, sedangkan pendekatan 
konseptual digunakan untuk menganalisis konsep paradigma hukum, legitimasi hukum, dan 
reaktualisasi nilai Pancasila. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk memahami posisi 
Pancasila sebagai dasar ideologis dan moral dalam pembentukan hukum nasional. Penggunaan 
desain tersebut memungkinkan penelitian untuk menganalisis hukum tidak hanya sebagai sistem 
normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dipengaruhi oleh dinamika global dan 
perkembangan teknologi digital. 
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Penelitian dilaksanakan dalam konteks pembangunan hukum nasional Indonesia dengan 
fokus pada regulasi dan praktik hukum yang berkaitan dengan globalisasi, digitalisasi, dan 
internalisasi nilai Pancasila. Pengumpulan data dilakukan pada periode Januari hingga April 2026 
melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum secara sistematis. Populasi penelitian 
mencakup seluruh dokumen hukum, regulasi, dan literatur akademik yang membahas pembangunan 
hukum nasional berbasis Pancasila. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive 
sampling dengan mempertimbangkan relevansi, kualitas akademik, dan keterkaitan sumber 
terhadap fokus penelitian. Kriteria inklusi meliputi regulasi nasional, peraturan daerah, artikel 
ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian yang dipublikasikan pada rentang tahun 2021–2026 dan 
memiliki hubungan langsung dengan pembangunan hukum, legitimasi hukum, dan reformasi hukum 
berbasis Pancasila. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian menggunakan sumber utama berupa 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, regulasi terkait hukum nasional dan 
hukum digital, serta berbagai artikel ilmiah dan literatur akademik yang relevan dengan tema 
penelitian. 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang 
berperan dalam proses pengumpulan, seleksi, interpretasi, dan analisis data. Untuk mendukung 
proses tersebut, penelitian menggunakan pedoman analisis dokumen, matriks kategorisasi data, dan 
lembar identifikasi substansi hukum. Pedoman analisis dokumen digunakan untuk mengidentifikasi 
indikator utama yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, 
legitimasi hukum, supremasi hukum, dan adaptasi terhadap globalisasi serta digitalisasi. Matriks 
kategorisasi data digunakan untuk mengelompokkan hasil analisis berdasarkan fokus penelitian, 
yaitu peran Pancasila sebagai paradigma hukum, internalisasi nilai Pancasila, dan reaktualisasi nilai 
Pancasila dalam pembangunan hukum nasional. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi 
sumber dan triangulasi teori dengan membandingkan berbagai dokumen hukum, artikel ilmiah, dan 
perspektif teoritis yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, validitas isi instrumen diperoleh 
melalui expert judgment yang melibatkan akademisi di bidang hukum tata negara dan filsafat hukum 
untuk memastikan kesesuaian indikator analisis dengan tujuan penelitian. Reliabilitas penelitian 
dijaga melalui konsistensi prosedur kategorisasi data dan dokumentasi seluruh tahapan penelitian 
secara sistematis. 

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap 
pertama adalah identifikasi dan seleksi dokumen hukum, regulasi, jurnal ilmiah, dan literatur 
akademik yang relevan dengan topik penelitian. Tahap kedua adalah klasifikasi data berdasarkan 
tema utama penelitian, yaitu pembangunan hukum nasional, legitimasi hukum, internalisasi nilai 
Pancasila, dan reaktualisasi nilai Pancasila di era globalisasi dan digitalisasi. Tahap ketiga adalah 
pengkajian mendalam terhadap isi dokumen menggunakan pedoman analisis yang telah disusun 
sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti menelaah kesesuaian substansi hukum dengan nilai-nilai 
Pancasila serta mengidentifikasi berbagai bentuk implementasi dan tantangan penerapan nilai 
tersebut dalam praktik hukum nasional. Selanjutnya, seluruh data yang diperoleh dicatat dan 
diorganisasikan ke dalam matriks analisis untuk mempermudah proses interpretasi dan sintesis 
data. Seluruh tahapan pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan terdokumentasi guna 
menjaga keterlacakan dan transparansi penelitian. 

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, 
coding, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan 
memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, proses coding 
dan kategorisasi dilakukan untuk mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama, seperti 
paradigma hukum Pancasila, legitimasi hukum, globalisasi hukum, dan digitalisasi hukum. Tahap 
interpretasi dilakukan dengan menghubungkan hasil analisis dokumen dengan teori paradigma 
Thomas Kuhn dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk memahami hubungan antara 
substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam pembangunan hukum nasional. Hasil 
interpretasi kemudian disintesis untuk menemukan pola hubungan antara nilai Pancasila dan 
reformasi hukum nasional di era modern. Penelitian ini juga memperhatikan prinsip etika akademik 
melalui penggunaan sitasi ilmiah yang sesuai standar akademik, menjaga objektivitas analisis, serta 
memastikan seluruh proses penelitian dilakukan secara transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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RESULTS AND DISCUSSION 
 

Results 

Bagian ini menyajikan hasil utama yang diperoleh dari penelitian mengenai Pancasila sebagai 
paradigma pembangunan hukum di Indonesia dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi. 
Hasil penelitian disusun secara sistematis untuk menggambarkan berbagai dimensi penting yang 
berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai dasar filosofis pembangunan hukum nasional, proses 
internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan dan penegakan hukum, serta upaya 
reaktualisasi nilai Pancasila dalam merespons perkembangan global dan transformasi digital. Setiap 
subbagian dalam hasil penelitian dirancang untuk mengungkap hubungan antara norma hukum, 
legitimasi sosial, dan dinamika perubahan hukum modern yang memengaruhi sistem hukum 
nasional. Selain itu, hasil penelitian juga menyoroti berbagai tantangan struktural, kultural, dan 
administratif yang memengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik hukum di 
Indonesia. Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya 
berfungsi sebagai dasar normatif negara, tetapi juga sebagai paradigma hukum yang dinamis dan 
adaptif dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan hukum modern dan identitas moral 
bangsa Indonesia. 
Peran Pancasila sebagai Paradigma dalam Pembangunan Hukum Nasional 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki posisi yang sangat sentral dalam 
pembangunan hukum nasional di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap berbagai dokumen 
hukum, baik pada tingkat undang-undang maupun peraturan daerah, ditemukan bahwa nilai-nilai 
yang terkandung dalam Pancasila secara konsisten dijadikan sebagai dasar normatif dalam 
pembentukan regulasi. Prinsip keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan kesejahteraan 
sosial tercermin dalam berbagai produk hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa Pancasila tidak hanya diposisikan sebagai simbol 
ideologis, tetapi juga sebagai rujukan dalam perumusan norma hukum. Dalam beberapa regulasi 
strategis, seperti hukum ketenagakerjaan, perlindungan anak, serta kebijakan sosial, nilai-nilai 
Pancasila terlihat diinternalisasikan dalam bentuk norma yang mengedepankan keadilan distributif 
dan perlindungan kelompok rentan. Selain itu, dalam konteks hukum yang berkembang, seperti 
regulasi terkait teknologi informasi dan lingkungan, Pancasila juga tampak digunakan sebagai dasar 
dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan dan tanggung jawab sosial. 

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran Pancasila sebagai 
paradigma belum sepenuhnya terwujud secara optimal dalam praktik. Meskipun secara normatif 
nilai-nilai tersebut telah terakomodasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai 
tantangan. Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara prinsip hukum yang 
berbasis Pancasila dengan praktik penegakan hukum yang terjadi di masyarakat. Hal ini terlihat dari 
masih adanya ketimpangan akses terhadap keadilan, inkonsistensi dalam penerapan hukum, serta 
adanya hambatan struktural dalam sistem hukum. Selain itu, ditemukan bahwa dalam dinamika 
pembangunan hukum yang semakin kompleks, peran Pancasila sering kali belum dijadikan sebagai 
kerangka operasional yang konkret. Pancasila lebih banyak hadir sebagai dasar normatif daripada 
sebagai pedoman implementatif yang terukur. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara 
konseptual Pancasila telah diakui sebagai paradigma hukum, dalam praktiknya masih diperlukan 
upaya untuk memperkuat perannya agar lebih fungsional dalam sistem hukum nasional. 
Internalisasi Nilai Pancasila sebagai Kunci Legitimasi Hukum 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila memiliki peran 
penting dalam membentuk legitimasi hukum di tengah masyarakat. Berdasarkan temuan dari 
berbagai kebijakan publik dan praktik regulasi di tingkat nasional maupun daerah, terlihat bahwa 
hukum yang mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial cenderung lebih 
diterima oleh masyarakat. 

Dalam beberapa kasus, regulasi yang menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan, 
seperti perempuan dan anak, menunjukkan tingkat penerimaan yang lebih tinggi. Hal ini 
mengindikasikan bahwa ketika nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan dalam substansi hukum, 
hukum tersebut tidak hanya memiliki kekuatan formal, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial. 
Temuan ini diperkuat oleh adanya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, terutama pada 
regulasi yang berbasis musyawarah dan keterlibatan publik. 
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Selain itu, internalisasi nilai Pancasila juga tercermin dalam praktik penyelenggaraan 
pemerintahan di tingkat daerah. Beberapa daerah menunjukkan adanya upaya untuk 
mengembangkan regulasi yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan 
masyarakat. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti keadilan sosial dan musyawarah menjadi dasar 
dalam pengambilan keputusan publik. 

Namun, hasil penelitian juga menemukan bahwa tingkat internalisasi nilai Pancasila masih 
belum merata. Dalam beberapa kasus, hukum masih dipandang sebagai instrumen formal yang 
bersifat kaku dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih 
rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum serta adanya persepsi 
ketidakadilan dalam beberapa proses hukum. Selain itu, ditemukan bahwa pemahaman terhadap 
nilai-nilai Pancasila di kalangan aparat penegak hukum juga bervariasi. Kondisi ini berdampak pada 
perbedaan dalam penerapan hukum di lapangan, sehingga memengaruhi konsistensi dan keadilan 
dalam penegakan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila tidak hanya 
bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan budaya hukum yang 
berkembang di masyarakat. 
Reaktualisasi Pancasila di Era Globalisasi dan Digitalisasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan 
globalisasi dan digitalisasi, meskipun terdapat berbagai dinamika baru yang memengaruhi sistem 
hukum nasional. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, ditemukan bahwa sejumlah 
regulasi telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam mengatur 
aktivitas digital, termasuk perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan etika komunikasi 
digital. 

Temuan ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi dalam konteks hukum 
tradisional, tetapi juga dapat diadaptasi dalam pengembangan hukum modern. Dalam beberapa 
regulasi terkait teknologi, prinsip kemanusiaan dan keadilan digunakan sebagai dasar untuk 
melindungi hak-hak masyarakat di ruang digital. Selain itu, nilai kesejahteraan sosial juga tercermin 
dalam kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan akses 
teknologi bagi masyarakat. 

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses reaktualisasi Pancasila 
masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu temuan penting adalah adanya kesenjangan 
antara norma hukum yang telah mengadopsi nilai Pancasila dengan implementasi di lapangan. 
Dalam beberapa kasus hukum digital, ditemukan adanya ketidakpastian dalam interpretasi regulasi, 
yang berdampak pada munculnya kontroversi dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Selain 
itu, globalisasi juga membawa pengaruh terhadap sistem hukum nasional, baik dalam bentuk adopsi 
norma internasional maupun tekanan terhadap harmonisasi regulasi. Dalam kondisi ini, ditemukan 
bahwa Pancasila belum sepenuhnya dijadikan sebagai filter utama dalam menyaring pengaruh 
eksternal tersebut. Akibatnya, terdapat potensi terjadinya ketidaksesuaian antara nilai hukum 
nasional dengan kebutuhan dan karakter masyarakat Indonesia. 

Di sisi lain, upaya reaktualisasi juga terlihat melalui berbagai program edukasi dan 
peningkatan literasi hukum berbasis nilai Pancasila. Beberapa inisiatif menunjukkan adanya upaya 
untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum, terutama dalam menghadapi 
tantangan digitalisasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut masih perlu 
ditingkatkan agar lebih sistematis dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, 
temuan penelitian ini menunjukkan bahwa reaktualisasi Pancasila dalam pembangunan hukum di 
era globalisasi dan digitalisasi telah mulai dilakukan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Masih 
diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila 
tidak hanya diakomodasi dalam regulasi, tetapi juga diimplementasikan secara konsisten dalam 
praktik hukum sehari-hari. Untuk memperjelas temuan penelitian, berikut disajikan ringkasan hasil 
dalam bentuk tabel: 

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian 
No Aspek Temuan 
1 Pancasila sebagai paradigma 

hukum 
Menjadi landasan normatif dan kerangka berpikir dalam 
pembentukan hukum 

2 Implementasi nilai Belum sepenuhnya optimal dalam praktik 
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3 Internalisasi nilai Masih terbatas pada aspek formal 
4 Globalisasi Membawa pengaruh nilai luar terhadap hukum nasional 
5 Digitalisasi Menuntut adaptasi hukum yang lebih responsif 
6 Reaktualisasi paradigma 

Pancasila 
Diperlukan untuk menjaga relevansi hukum 

Sumber, Data diolah, (2026). 

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa Pancasila sebagai paradigma pembangunan 
hukum telah menjadi landasan normatif dalam sistem hukum nasional, namun implementasinya 
masih menghadapi berbagai tantangan. Internalisasi nilai Pancasila belum sepenuhnya optimal, 
terutama dalam menghadapi dinamika globalisasi dan digitalisasi.  

Discussion 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki posisi yang tidak hanya bersifat 
simbolik dalam sistem hukum nasional, tetapi juga berfungsi sebagai paradigma pembangunan 
hukum yang membentuk arah, orientasi, dan legitimasi hukum di Indonesia. Temuan ini 
mengindikasikan bahwa pembangunan hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari nilai ideologis 
dan moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam perspektif teori paradigma Thomas Kuhn, 
paradigma berfungsi sebagai kerangka berpikir yang menentukan cara suatu sistem merespons 
perubahan dan menyelesaikan persoalan sosial (Putri et al., 2024; Susanti & Chotimah, 2025). Oleh 
karena itu, penempatan Pancasila sebagai paradigma hukum menunjukkan bahwa hukum nasional 
tidak semata-mata dibangun atas dasar rasionalitas normatif, tetapi juga atas dasar nilai 
kemanusiaan, keadilan sosial, dan identitas kebangsaan. Temuan penelitian ini mendukung 
pandangan Emilia et al. (2025) dan Hadiprabowo et al. (2024) yang menegaskan bahwa Pancasila 
merupakan fondasi filosofis dalam reformasi hukum nasional. Namun demikian, penelitian ini 
memperluas kajian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa fungsi paradigmatik Pancasila tidak 
hanya berada pada tataran normatif, tetapi juga berperan sebagai mekanisme adaptasi hukum dalam 
menghadapi perubahan global dan digital. Dengan demikian, Pancasila dapat dipahami sebagai 
kerangka epistemologis yang memungkinkan hukum nasional tetap adaptif tanpa kehilangan 
orientasi ideologisnya. 

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai instrumen 
penyeimbang antara kebutuhan modernisasi hukum dan perlindungan terhadap identitas moral 
bangsa. Dalam konteks globalisasi dan transformasi digital, hukum nasional menghadapi tekanan 
yang semakin kompleks akibat harmonisasi regulasi internasional, perkembangan teknologi 
informasi, dan perubahan pola hubungan sosial masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa nilai 
keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah dalam Pancasila menjadi dasar etik yang memungkinkan 
hukum nasional tetap relevan di tengah arus perubahan global. Secara teoritis, kondisi ini 
memperkuat pandangan bahwa hukum yang berkelanjutan harus mampu mengintegrasikan 
perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi dengan nilai ideologis bangsa (Ginting et al., 2023; 
Parwata et al., 2024). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Suwardi (2023) dan Dewi 
(2025) yang menekankan pentingnya reaktualisasi Pancasila dalam pembangunan hukum di era 
globalisasi. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa reaktualisasi tersebut tidak cukup 
dilakukan pada tataran konseptual, melainkan harus diterjemahkan ke dalam desain regulasi yang 
lebih operasional dan responsif terhadap tantangan hukum modern. Hal ini mengindikasikan bahwa 
keberhasilan pembangunan hukum nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam 
mengintegrasikan nilai lokal dengan tuntutan global secara seimbang. Oleh karena itu, Pancasila 
tidak hanya berfungsi sebagai simbol ideologis, tetapi juga sebagai filter normatif terhadap pengaruh 
eksternal yang berpotensi menggeser karakter hukum nasional. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa internalisasi nilai Pancasila memiliki hubungan yang 
erat dengan legitimasi hukum di tengah masyarakat. Hukum yang mencerminkan nilai kemanusiaan, 
keadilan sosial, dan kesejahteraan publik cenderung memperoleh tingkat penerimaan sosial yang 
lebih tinggi dibandingkan hukum yang hanya menekankan aspek formalistik. Dalam perspektif teori 
legitimasi hukum, penerimaan masyarakat terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh legalitas 
formal, tetapi juga oleh kesesuaian hukum dengan nilai sosial dan moral yang diyakini masyarakat. 
Temuan ini memperkuat hasil penelitian Dimyati et al. (2021), Habib & Gilalo (2025), serta Mastur 
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et al. (2026) yang menunjukkan bahwa hukum berbasis nilai Pancasila memiliki legitimasi sosial 
yang lebih kuat karena dianggap lebih dekat dengan aspirasi masyarakat Indonesia. Penelitian ini 
juga menemukan bahwa internalisasi nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan daerah 
mendorong munculnya regulasi yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat lokal. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Kadir et al. (2024), Kardiman et al. (2025), 
dan Umam et al. (2023) yang menegaskan bahwa normativisasi nilai Pancasila pada tingkat lokal 
mampu memperkuat efektivitas hukum dan partisipasi publik. Namun demikian, penelitian ini 
menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila masih menghadapi hambatan berupa rendahnya 
literasi hukum dan dominasi pendekatan administratif dalam praktik legislasi. Kondisi tersebut 
menyebabkan hukum sering kali kehilangan dimensi substantifnya dan lebih dipahami sebagai 
instrumen formal daripada sarana keadilan sosial. 

Selain memperkuat legitimasi hukum, internalisasi nilai Pancasila juga memengaruhi 
efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Penelitian menemukan bahwa aparat hukum yang 
memahami nilai dasar Pancasila cenderung lebih mampu mengambil keputusan yang 
mempertimbangkan aspek etik, kemanusiaan, dan kepentingan sosial secara lebih proporsional. 
Dalam konteks teori sistem hukum Friedman, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh hubungan 
antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan 
bahwa meskipun substansi hukum nasional telah banyak mengadopsi nilai Pancasila, aspek struktur 
dan budaya hukum masih menghadapi berbagai persoalan, seperti birokrasi yang kompleks, praktik 
korupsi, dan ketidakmerataan akses keadilan. Kondisi tersebut mendukung temuan Esfandiari & 
Widianto (2024) serta Purwono et al. (2024) yang menyatakan bahwa problem utama pembangunan 
hukum di Indonesia lebih terletak pada lemahnya implementasi nilai dalam praktik penegakan 
hukum. Namun, penelitian ini memperluas analisis sebelumnya dengan menunjukkan bahwa 
persoalan implementasi tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan digital yang belum 
sepenuhnya diantisipasi oleh sistem hukum nasional. Dalam kasus hukum siber, misalnya, 
ketidakjelasan interpretasi regulasi sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan kontroversi di 
masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan hukum berbasis Pancasila memerlukan penguatan 
kapasitas aparat hukum, peningkatan literasi digital, dan reformasi budaya hukum agar hukum tidak 
hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil secara substantif. 

Temuan penelitian berikutnya menunjukkan bahwa reaktualisasi Pancasila di era digital 
merupakan kebutuhan strategis dalam menjaga keberlanjutan sistem hukum nasional. Transformasi 
digital telah menciptakan bentuk-bentuk persoalan hukum baru, seperti pelanggaran privasi data, 
penyalahgunaan teknologi informasi, ujaran kebencian digital, dan ketidakpastian regulasi siber. 
Dalam kondisi tersebut, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai 
dasar etik untuk menilai relevansi dan arah pengembangan hukum digital di Indonesia. Temuan ini 
mendukung penelitian Kurniawan (2025), Isfihani et al. (2024), dan Pande et al. (2025) yang 
menunjukkan bahwa reformasi hukum siber di Indonesia membutuhkan pendekatan berbasis nilai 
ideologis bangsa. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya 
pada pembentukan regulasi digital, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum dalam 
menyeimbangkan kebebasan digital dengan perlindungan terhadap nilai moral dan hak sosial 
masyarakat. Dalam perspektif global, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum digital tidak dapat 
dibangun semata-mata berdasarkan pendekatan teknokratis, tetapi harus mempertimbangkan 
dimensi etik dan kultural masyarakat nasional. Oleh karena itu, reaktualisasi Pancasila dalam 
konteks digitalisasi tidak hanya memperkuat identitas hukum nasional, tetapi juga memberikan 
kontribusi konseptual terhadap pengembangan paradigma hukum digital berbasis nilai lokal di 
tengah dominasi paradigma hukum global. 

Di sisi lain, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara 
norma formal yang mengadopsi nilai Pancasila dengan implementasi hukum di lapangan. Meskipun 
berbagai regulasi telah menegaskan prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan, praktik 
penegakan hukum masih menunjukkan kecenderungan formalistik dan belum sepenuhnya 
mencerminkan nilai substantif Pancasila. Dalam konteks teori paradigma Kuhn, kondisi ini 
menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara paradigma normatif dengan praktik sosial yang 
berkembang dalam sistem hukum nasional. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian Bourchier 
(2019), Rahawarin (2021), dan Kim (2024) yang menyatakan bahwa Pancasila sering kali 
diposisikan sebagai simbol ideologis formal tanpa diikuti mekanisme implementasi yang konsisten. 
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Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan tersebut tidak hanya dipengaruhi 
oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga oleh perubahan struktur sosial akibat globalisasi dan 
digitalisasi yang bergerak lebih cepat dibandingkan adaptasi regulasi hukum nasional. Dalam 
konteks ini, hukum nasional menghadapi tantangan untuk tetap mempertahankan legitimasi moral 
di tengah meningkatnya kompleksitas sosial dan teknologi. Oleh karena itu, penguatan paradigma 
hukum berbasis Pancasila harus dilakukan tidak hanya melalui reformasi regulasi, tetapi juga 
melalui pembangunan budaya hukum yang lebih adaptif dan partisipatif. 

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menempatkan 
Pancasila bukan hanya sebagai dasar normatif negara, tetapi sebagai paradigma hukum yang 
dinamis, adaptif, dan kontekstual dalam menghadapi transformasi global dan digital. Berbeda 
dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan antara aspek normatif, legitimasi sosial, 
dan digitalisasi hukum, penelitian ini mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dalam satu kerangka 
analisis yang komprehensif. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pembangunan hukum 
nasional sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum dalam menginternalisasikan nilai 
Pancasila secara substantif dalam regulasi, penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. 
Dalam lanskap literatur global, penelitian ini memperlihatkan bahwa sistem hukum berbasis nilai 
lokal tetap memiliki relevansi kuat dalam menghadapi tekanan globalisasi hukum modern. Meskipun 
demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan belum 
sepenuhnya didukung oleh data empiris yang luas mengenai implementasi nilai Pancasila dalam 
praktik hukum digital. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan berbasis pendekatan empiris dan 
komparatif diperlukan untuk mengukur secara lebih konkret efektivitas integrasi nilai Pancasila 
dalam pembangunan hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas 
kajian teoritis mengenai paradigma hukum Pancasila, tetapi juga menawarkan perspektif baru 
mengenai pentingnya pembangunan hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara 
modernisasi hukum dan identitas ideologis bangsa Indonesia. 
 

CONCLUSION 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran fundamental sebagai 
paradigma pembangunan hukum di Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif 
negara, tetapi juga sebagai kerangka filosofis, moral, dan ideologis dalam membentuk sistem hukum 
yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai 
Pancasila telah terinternalisasi dalam berbagai regulasi nasional dan daerah, terutama dalam upaya 
mewujudkan keadilan sosial, legitimasi hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan 
masyarakat. Namun demikian, implementasi nilai tersebut dalam praktik penegakan hukum masih 
menghadapi berbagai hambatan struktural, administratif, dan kultural yang menyebabkan 
munculnya kesenjangan antara norma formal dan realitas hukum di lapangan. Penelitian ini juga 
menemukan bahwa reaktualisasi Pancasila di era globalisasi dan digitalisasi menjadi kebutuhan 
strategis untuk menjaga relevansi hukum nasional di tengah perkembangan teknologi dan arus nilai 
global tanpa kehilangan identitas bangsa. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan 
bahwa Pancasila harus dipahami sebagai paradigma hukum yang dinamis dan adaptif dalam 
merespons transformasi sosial dan digital, bukan sekadar simbol ideologis formal. Secara praktis, 
temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan dan aparat hukum untuk 
memperkuat integrasi nilai Pancasila dalam legislasi, meningkatkan literasi hukum masyarakat, 
serta mengembangkan sistem penegakan hukum yang lebih substantif dan responsif terhadap 
dinamika zaman. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan konseptual-
yuridis sehingga penelitian lanjutan berbasis pendekatan empiris atau mixed methods diperlukan 
untuk mengkaji implementasi nilai Pancasila secara lebih mendalam dalam praktik hukum nasional. 
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